
b. bahwa Keputusan Bupati Jepara Nomor 591/2019 
Tahun 2002 tentang Tata Cara Pennohonan Izin 
Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian, sudah 
tidak sesuai dengan dinamlka pengaruran, 
penggunaan, peruntukan dan pengendalian lahan 
sehingga perlu clitinjau kembali; 

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Syarar Dan Tata 
Cara Permohonan lzin Perubahan Penggunaan Tanah 
Pertanian Ke Non Pertanian di Kabupaten Jepara. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor J 3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Menimbang a. bahwa untuk mencegab perubahan penggunaan tanab 
pertanian ke non pertanian yang tidak terkeadalikan, 
yang pada akhirnya dapat mengganggu usaha 
peningkata.n produksi pangan, merusak kelestarian 
Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, serta 
menindaklanjud ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan 
Daerab Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 201 l 
tentang Rencana Tata Ruang Wllayab Kabupaten 
Jepara Tahun 2011-2031 maka perlu mengatur 
perizinannya; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok .\graria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor l04, 
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 51/Prp. Tahun l960 tentang 
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin Yang Berhak 
atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 1960 Nomor 158 Tambaban Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 2106]; 

4. Undang-Undang Nomor 56/Prp. Tahun 1960 tentang 
Penetapan Luas Tarrah Pertanian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1960 Nomor 174, 
Tambaban Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 2 t 171; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 34 78); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambaban Lernbaran 
Negara Republik lodonesia Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l.embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentu.kan Peraturan Perundang-undangan 
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82. Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5360); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagai:mana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 

.:. 



Dalam Peraruran ini yang dimaksud dengan : 

I. Bupati adalab Bupatf Jepara. 
2. Sadan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesaruan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak rnelakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha millk negara (BlJMN), badan usaba 
rnilik daerab (BUMD), serta badan usaba milik desa (BUMDes) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi rnasa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 

3. Dinas Penanaman Modal dan Petayanaa Terpadu Satu Pintu yang 
disingkat DPMPTSP adalab Perangkat Deaerah yang diberi 
pendelegasian sebagian wewenang dari Bupati untuk menerbitkan 
perizinan termasuk izin Perubahan Penggunaan Tanab Pertanian ke 
Non Pertanian. 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO SYARAT DAN TATA CARA 
PERMOHONAN IZlN PERUBAHAN PENOOUNAAN TANAH 
PE:RTANIAN KE NON PERTANlAN. 

BAB l 

KE:TENTUAN UMUM 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3696}; 

12. Peraturan Daerah Kabuparen Jepara Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Reneana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahua 2011 Nomor 2, Tambahan 
Lemba.ran Daerab Kabuparen .Jepara Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 
2012 tenr:ang Penaaamaa Modal Di Kabupaten Jepara 
[Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 
Nomor 14, Ta.mbahan Lembaran Daerab Kabupaten 
Jepara Nomor 12). 
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a. Aspek rencaoa tata ruang; 

b. letak tanah be.rbatasan Jangsung dengan pemukiman 
yang telah ada dan tennasuk daerah pertumbuhan 
pem uki.man; 

c. Letak tanah dilokasi yang mempunyai aksesbilitas 
umum jalan dan fasilitas umu:m lainnya antara lain 
fasilitas listrik., air mirrum atau j armgarr telepon; 

melakukan 
ke non 

Setiap orang atau badan yang akan 
perubahan penggunaan tanah pertanian 
pertanian wajib memiliki izin dari Bupati. 

(2) lzin sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

( I) 

Pasal 2 

BAB II 
JZlN 

4. Tanah Pertanian adalah Tanah yang dipergunakan unruk usaha 
pertanian dalam arti luas meneakup persawahan, hutan, perikanan, 
perkebunan dan jems penggunaan lamnya yang dikatakan sebagai 
usaha pertanian, 

5. Tanah Non Pertanian adalah tanah yang dipergunakaa untuk 
pemukiman/pernm.ahan, lndustri/perusahaan, jasa clan 
usaha sosial; 

6. Perubahan Tanab Pertanian ke Non Pertanian adalah 
perubahan status pcmanfaatan dari tanah pertaruan Ire non 
pertanian yang bersifat pennanen. 

7. lzin Perubaban Tanah Pertanian ke Non Pertanian adalah lzrn 
yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dalam 
pemanfaatan tanah pertarrian menjadi non pertanian. 

8. Perusahaan adalah perseorangan atau badan huku m yang 
lelah memperoleh izin untuk mela.kukan penanaman modal di 
Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Pangan lainnya adalab kegiatan pertanian/hortikultura, 
pcrkebunan, kerrutarreri, perikanan, peterrrakari, perairan, 
dan air, baik yang diolah maupun tidak diolab yang 
diperunrukkan sebagai makanan atau minuman bagi 
konsumsi manusia, termasuk baban tambahan Pangan, 
baban baku Pangan, dan bahan lainnya yang dlgunakan 
dalam proses penyiapan, pengolaban, dan/atau pembuatan 
makanan arau minuman. 

10. Hak atas tanab adalab hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko k Agraria. 

11. Kantor Pcrtanahan, yang selanjutnya disebut Kantor 
Pertanaban, adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. 
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Pada saat Peraturan ini berlaku, ma.ka Kepu.tuaan Bupati 
Jepara Nomor 591/209 Tahun 2002 tentang Tata Cara 
Permohonan lzin Perubaban penggunaan Tanab Pertariian ke 
.Non Pertanian, dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

KETENTUANPENUTUP 

BAB VIIl 

(I) Keputusan pemberian lzin Perubaban Tanab Pertanian ke 
Non Pertanian ditandacangani oleh Kepala BPMPTSP atas 
nama Bupati. 

(2) Format keputusan pemberlan lzin Perubahan Tarrah 
Pertanian ke Non Pertanian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) tercantum dalam Lampiran fl yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini, 

Pasal 7 

Peraturan ini 

fonnulir yang sudah terisi 
buruI a, yang clilengkapi 

a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir yang 
telab clisediakan. 

b. menyerahkan kembali 
sebagaimana dimaksud 
dengan persyaratan. 

(2) Format formulir permohonan izin sebagaimana dirnak.sud 
pada ayat (1) tercantum dal.am Lampiran l dan Lampiran 
IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

(1) permohonan izin Perubahan penggunaan Tanab Pertanian 
ke Non Pertanian diajukan secara tertulis kepada Kepala 
DPMPTSP, dengan mela.lrukan: 

Pasal6 

Bagian Kedua 
Tata Cara 

dj surai. pemberiLahuan pembayaran tagihan pajak' bumi 
dan bangunan t:ahun tera.kh.ir- 

e) surat keterangan informaai Tam Ruang dari perangkat 
daerah atau BKPRD, khusus unruk kegia:tan industri. 

f) Pertimbangan Teknis dan Kantor Pertanahan. 
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Permobonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke 
non pertanian dJketahui oleh Petiriggi dan Cama.L setempat, 
dilampiri dengan: 

a) Copy Karru Tanda Penduduk pemohon; 
b}tanda bukti kepemilikan tanah, 
cl aambar rencana penRmlflaan tanah: 

Pasal 5 

(l)Untuk memperoleh izin sebagaimana dirnaksud Pasal 2, 
pernohon mengajukan permohonan kepada kepala 
DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. 

(2) Pemeriksaan Japangan sebagaimana dimaksud dala.m 
ayat (1) dllakukan oleh Tim Teknis yang dlbentuk oleb 
Bupati. 

(3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) d:ituangkan dalam berita acara. 

(4) Berita acara sebagaimana climaksud pada ayat (3) 
sebagai. pedoman pemberian izin. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Syarat 

BAB Ill 
MEKANISME PERlZINAN 

lzin perubahan penggunaan taaab pertanian ke non 
pertanian diberikan untuk jangka wak:tu 1 (satu) tahun. 

Pasal 3 

ta.nab harus selalu 
dan daya dukung 

h. Setiap perubahan penggunaan 
memperhatikan fungsi tanah 
lingkungan di sekitarnya. 

d, Luas -ta.nab yang diberi izin paling banyak 10.000 
(sepuluh ribu) meter persegi ditambab jarak 
sempadan jalan sesuai dengan Peraruran Perundang 
undangan yang berlaku; 

e. Tanah yang sudah bersertifikat/leter C desa; 

f. Tanah yang dJmohonkan tidak termasuk canah 
pertanian subur / sawab beri.rigasi teknis; 

g. Aspek penguasaan ta.nab yang .meliputt perolehan 
hak, pemindahan hak dan penggunaan tanah; 
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SERITA DAERAH K.ABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR •. 4.t ..... 

SEKRETARlS DAERAJ-1 KABUPATEN JEPARA, 

Dundangkan di Jepara 
Pada tanggal 27 Oktober 2017 

BlJPATI JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tanggal 27 01:tobe:r 2017 

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan 
Peraruran Bupati ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Jepara. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 
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Status tanah 
Nomor Scrtillkai 
Nornor Lener D 
Persil 
Kelas ranah 
Penggunaan 
Penggunaan tanah saat ini 
Tanah nkan dipergunakan unruk 

................................................................... 
Utara 
Timur 
Se Iatan 
Barnt 

~ - .,,,,...., • • ,o,••totoo,-,--,--,to••oH•• Luas tnnah 
Baras-batas 

Jc para 

Jnlan 
Grumbul I Dul.uh 
Kelurahan I Desa 
K eca ma um 
Kabuparen 

Letak tanah 

B MENGENAI TANAH YANG DIMOHON PERUBAHANNY A : 

.................................................................. 

........................................................ ,-·---···· Nama lengknp 
Tempat don tanggal lahir I umur 
Kewarganegaraan/ NIK 
Pekerjaan I jabatan 
Alamal 

A. MENGENAlDlRlPEMOHON. 

Yong bertanda rnngnn dibawah 101, nmna . . •.•.•........................... 
alamat • .. . .. .. .. .. .• .. .. .. . . . .. . . . . .. 
dalam Ital ini bertindak umuk dan atas muna . . . .. .. .. . .. . . . .. 
alnmat. . . . . . . .. . . . 
dcngan iru mengajukan pennohonan perubahan penggunaan tanah dnri tanah pertanian kc 
non pertauian, dcngan keterangan sebagai berikut 

Jqmm. 

Kepa.da 
Yih.Kepala Dmas Penanamnn Modal dan 

Pdaynnan Terpadu Saw Pintu 
Kabupaten Jepara 

Di- 
JEPARA 

lA\{PIR..\_ '- I PER.ATI: .RAN B LJP .\ TI JEP ARA 
S- 41 Tahun 2017 
Tm;,gal 27 Oktober 2017 



( . . . ) ( . . . .. . . . .. .. . .) 
NlP . 

Kecamatan Kab.Jeparn Kabupaten Jcpara 

Kepala Desa f Kelurahan Carnet . 

MENOETAIIUI. MENOETAIIUI. 

Disesuaikan dcngan pejabm yang bcrwenang IVide lnstruksr Gubernur Jawa Tengan 
No. 590 I l 07 I 1985) 

Nil' 
( ) 

Perno hon Yang Menerima 
( ) 

Ditenma tgl. ..• .. . . .....••.•..... 

Demikian perrnohonan rm sayn buat, persyaraian yang saya sampaikan merupaknn 
dokumcn yang dapat soya pertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. 

L.ampfran persvnrntan sebagai berikut : 
I. Salinan Sunn Kcwarganegaraan I Foto copy KT? 
'.! Surat Keterangan Pemilikan Tanah ( lnnda bukti 

pemilikan tanah ) 
3. Foto copy PBB tahun teraklur 
3. Surat Pengesahan Badan Hukum bag: Pcrusahaan 
.i Akre Pendirian Badan Hukum 
5. Garnbar rencana penggunaan tanah I rencana bangunun 
6 Surat pernyataan pemohoo 



( } ( ) 
NJP . 

Meterni Rp.6000,- 

Pemohon: Kcpa lo Desa I Kel. . ., . 

MF.NGErAHUI • 

Jepara, . . .... 

Apabila saya udak mengindahken I melnksanakan ketentuan atau menyimpnng 
dari ketemuan diaias, rnaka saya bersedia mernbongkar kembali usaha saya diatas tanah 
tersebut, serta soya sadari dengan sendmnya Surat Keputusan Izin Perubahan Penggunaan 
Tanah Pertanian ke Non Pertanian bawl demi hukum. 

Rencann induk saya sertakan : . 
Apabrla permohonan izin ini dikabulkan, maka saya· 
1. Segers rnenggunaan ianah scsuai dengan permohonan izm im palmg lambat I tsaru) 

tahun sejak izin dikeluarkannya, 
2 Melaksanakan hal-hal yang dipersyanukan dalarn aspek taia guna tanah, 

3 Kecarnatun . 
4 Kabupaten Jepara 
5. Propinsi Jawa Tcngah 

Penggunaan tanah snot ini Sawah I tegalun I kebun / tarnbak I hutan • l 
J enis tanaman . 
ianah iersebut akan saya gunakan untuk : Bidang Perusahaan I lndustri, jasa, perumahan, 
keagamaan sosial, pertnhannn kemannn. atnu lnin-lain"] ynitu 

Menyatakan bahwn: 
I Letak tanah 
2 Dess I Kelurahan 

Yang bertanda tangan dibawah ini 
Nama .. 
Pekerjann _ - - . 
Alamat .. 

Dcngan ini saya atas nama ( badan hukum I perorangan ) .. 

SURAT PERNYATAAN 
Nomor 

PERMOBONAN PERllBAIIAN PENGGliNAA., TA'IAU 
( PER.TANIA!\ KE NON PERTANIAN) 

l.,\.\fPIRA'I; U PERATIJRA.\; BUPATI JEPARA 
!\omor- 41 Te.bun 2017 
T3llWI 'l:f 01.--tober 2017 


